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WALIKOTA AMB 3N
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR & TAHUfi 2023
TENTANG
IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN $ERTA PERUNTUKAN DANA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDOINESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA IVMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBQON,

Menimbang : a. bahwa untuk mecrringkatian dan mcnjaga rasa solidaritas
jiwa korsa serta dajarn rangka membantu dan
meningkatkan kesejahteraan bersama anggota korpri di
lingkungan Pemerintah Rota Ambon sebagai organisasi
yvang kedudukan dan kegmtannya tidak terpisankan dan
kedinasan perlu mempunyai Anggaran Dasar yang mampu
menjawab tugas-tugas sesuai perkembangan sehingga
perlu diatur iuran korpri (ian penggunaannya;

b. bahwa berdasarkan Kepdtusan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 tentang Pengesahap Anggaran Dasar Korps Pegawai
Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam
lampiran Pasal 63 ayit (3) huruf b, menyebutkan
pembiayaan untuk kegia|tan Korpri dapat bersumber dari
iuran anggota;

c. bahwa berdasarkan pertiknbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huru|f b? perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Iuran Anggota Dan Pengelolaan Serta
Peruntukan Dana Korpsi Pegawai Republik Indonesia Di

Lingkungan Pemerintah Kota Ambon,;

Mengingat 1.  Undang-uriumig NoffiOf 60 Tahun 1958 tentang PcllclllpaA
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Dajerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatanira Tingkat I Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19bb Nomor HI,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1645);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesi a Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali tP?rakhir dengan Undang-Undang
:ang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps d$n Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);
Keputusan Presiden Nombr 82 Tahun 1971 tentang Korps
Pegawai Republik Indonesia;
Keputusan Presiden Ndmor 24 Tahun 2010 tentang
Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik

Indonesia;

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA THA4TANG IURAN ANGGOTA DAN
PENGELOLAAN SERTA PERUfM'UKAN DANA KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
AMBON.

BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pe”aksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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11.

12.
13.

Walikota adalah Walikota Ambon.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
selanjutnya  disingkat BKPSDM adaiah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon.

Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah
satu-satunya wadah untuk menghimpun seiuruh Pegawai Republik Indonesia
yang kedudukan dan kegiatannya tidak terp sahkan dan kedinasan.

Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah suatu
kepengurusan yang bersifat kolektif dan perbentuk Dewan yang diangkat
berdasarkan musyawarah anggota Korpri di tingkat Kota dan bertugas
menjalankan roda organisasi di tingkat Kota.

Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah
organ yang bertugas di bidang administrastf, kepegawaian, keuangan untuk
melayani dan memberikan dukungan baji Dewan Pengurus Korpri Kota
dalam melaksanakan program organisasi yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
sedangkan dalam melaksanakan kegiatar

kepada Ketua Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia,

luran Korpri adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang dan diberikan oleh anggota Korpri kepada organisasi Korpri Kota
Ambon.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu d angkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
mendudukijabatan pemerintahan.

Anggota Korpri adalah seiuruh Pegawai Ripublik Indonesia, yang meliputi
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usahq Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Daerah dan/Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik
Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umun Pusat dan Daerah, dan Badan
Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang berkedudukan dan kegiatannya
tidak terpisahkan dan kedinasan.

Bank adalah Bank Pernbangunan Daerah M iluku dan Maluku Illara.
Rekening luran Korpri adalah rekening pida Bank Pembangunan Daerah
Maluku dan Maluku Ilara yang dikelola gleh Sekretariat Dewan Pengurus
Korpri Kota Ambon.



Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran pads Organisasi

Perangkat Daerah dalam iingkup Pemerintah Kota Ambon.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pgdoman dalam pemungutan iuran

anggota dan pengelolaan penggunaannya di lin Akungan Korpri Pemerintah Kota
Ambon.

Pasal3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk menetapkan besaran

iuran anggota Korpri dan pedoman pengelolaa™i penggunaan dana Korpri guna

kesejahteraan anggota Korpri.

BAB II
RUANG LINGKU
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini fTieliputi.
1. Besaran Iuran Anggota Korpri;

Pengelolaan Penggunaan Dana Korpri;
Mekanisme Pemungutan;

Pertanggungjawaban dan Pelaporan;

o s DN

Ketentuan Penutup.

BAB 1II
BESARAN IURAN ANGGOTA KORPRI
Pasal 5
Besaran Iuran Korpri setiap bulan adalah sebesa(r Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

untuk sertiua golongan.

Pasal 6

(1) Iuran anggota Korpri sebagaimana dimakst d dalam Pasal 5 terhitung mulai
bulan Januari 2023 diserahkan kepada 3endahara Pengeluaran OPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) disetorkan ke rekening Korpri

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bu an berkenaan.

Pasal 7
Iuran Korpri sebagaimana dimaksud dalam Paial 5 dibebankan kepada setiap

anggota Korpri di lingkungan Pemerintah Kota Aribon.



BAB IV
PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN
DANA TURAN ANGGOTA KORPRI
Bagian Kesatu
Pengeiolaan Dana luran Anggota Korpn

Pasal 8

Pengeiolaan dana iuran Korpri dilaksanakan sebagai berikut:

a.

(1)

(2

(1)

Dana iuran anggota Korpri dikelola oleh Dewan Pengurus Korpri Kota dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota;
Penerimaan dan pengeluaran dana iuran anggota Korpri oleh dan/atau
melalui Sekretariat Dewan Pengurus Kotpri Kota wajib diketahui dan
disahkan oleh Ketua Dewan Pengurus Korpr Kota;

Dalam hal Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota tidak dapat mengesahkan
penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, karena
berhalangan maka pengesahannya dapat «Jikuasakan kepada Wakil Ketua
Dewan Pengurus Korpri Kota;

Penerimaan dan pengeluaran sebagaimsina dimaksud pada huruf b

dilaksanakan oleh Bendahara Dewan Pengurjus Korpri Kota.

Bagian Kedua
Peruntukan Dana luran Anigota Korpri
Pasal 9

Dana iuran anggota Korpri diperuntukan bagi:

a. Anggota Korpri yang meninggal dunia se >esar Rp.2.000.000.- (dua juta
rupiah);

b. Biaya untuk kegiatan musyawarah, rapat kerja, pengukuhan Dewan
Pengurus Korpri Kota, koordinasi dan konsultasi Dewan Pengurus Korpri
termasuk anggota sekretariat;

c. Biaya untuk kegiatan olahraga berupa peningkatan dan pembinaan
Kesehatan anggota Korpri;

d. Biaya untuk kegiatan seni dan budaya anggota Korpri.

Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b sampai dengan

hurufd, disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V
MEKAMSME PEMUNOuTAN
Pasal 10
Iuran Korpri dipungut oleh Bendahara Pengeluaran pada masing-masing
OPD.



(3)

(4)
(5)

(1)

(2)

Pelaksanaan pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
bendahara pengeluaran yang diketahui/diietujui oleh Kepala OPD dengan
memotong gaji sesuai besaran iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
Bendahara pengeluaran membuat daftar pemotongan gaji yang selanjutnya
disetorkan ke Bank untuk selanjutnya dilakukan pemotongan oleh Pihak
bank dan dimasukkan dalam rekening iuran Korpri.

Penyetoran iuran Korpri dilakukan secara tunai melalui Bank.

Bukti setor melalui Bank oleh bendahara pengeluaran diserahkan kepada
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dikirin 1 (satu) rangkap dan kepada

Kepala OPD 1 (satu) rangkap.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAM PELAPORAN
Pasal 11
Penggunaan iuran Korpri wajib dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat
Dewan Pengurus Korpri Kota pada setiap akt ir tahun anggaran.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk realisasi penerimaan dan pengeluaran iuran Korpri kepada Ketua

Dewan Pengurus Korpri Kota dan Walikota melalui Sekretaris Kota Ambon.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundaigkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetaptyim ¢i Ambon

ParafKoordin& i
JSekretaris Kota
IA*Meni1/U/W

iq Hukum fonn
IAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambdn

6 A/l O1 2023

AERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR $



